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Pasal 23 Undang-Undang Nomor
> Penyelenggaraan Negara Yang
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme
am waktu selambat-lambatnya 6
g-Undang ini berlaku setiap
harus melaporkan dan
kekayaannya dan bersedia
terhadap kekayaannya sesuai
Unaang-Undang ini;

. untuk menduking tercapainya penyelenggaraan

an behas Korupsi, Kojusi, dan
diperlukan komitmen bagi
ada Pemerintah Kota Baubau

)lusi dan Nepotisme diperlukan
engan  Komisi Pemberantasan
hal  kepatuhan pelaporan

imaksua aalam huruf b, maka

sinergis antara Penyelenggara
tah Kota Baubau dengan Komisi
dalam hal kepatuhan pelaporan

pertimbangan sebagaimana
perlu
Wali Kota Baubau tentang
1 Penyelenggara Negara Lingkup
1ibau;




Mengingat

Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang No
Penyclenggaraan Neg
Korupsi, Kolusi Dan

. Pasal 18 Ayat (6) Undatg-Undang Dasar Negara Republik

pr 28 Tahun 1999 tentang
a Yang Bersih Dan Bebas Dari
 Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Te%} un 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara R
sebagaimana telah di
Unda g-Undang No

Perubahan Kedua attasI

2002| tentang Komisi
Korupsi (Lembaran

2019| Nomor 197, Tan:!r
Indonesia Nomor 6409

wr 31 Tahun 1999 tentang

Undang-Undang N
Pemberantasan Tind

Neg al Republik lndlln

Tambalhan Lembaran
3874); sebagaimana tel

mblik Indonesia Nomor 3851}
ah beberapa kali, terakhir dengan
\ 19 Tahun 2019 tentang
Widang-Undang Nomor 30 Tahun
iPemberantasan Tindak Pidana
ara Republik Indonesia Tahun
Lembaran Negara Republik

Pidana Korupsi (Lembaran
sia Tahun 1999 Nomor 140,
egara Republik Indonesia Nomor
h diubah beberapa kali, terakhir

deng| . Undang-Unda
Perubahan Kedua atas
2002 tentang Komis
Korysi (Lembaran

2019 Nomor 197, Tan}

Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Undang-Undang Nomor 30 Tahun
| Pemberantasan Tindak Pidana
yara Republik Indonesia Tahun
ahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6409’
Unddng-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang

Pembentukan Pembe
Negalra Republik Inﬁ!
Tambahan Lembar
Nomor 4120} ;

Undang-Undang Noch |

Sipil [Negara (Lembara
2014, Nomor 6, Tamit
Indonesia Nomor 5494?
Undang-Undang Nan
Pemerintahan Daer ]
Indonesia Tahun 2014
Negara Republik Indos

telah| diubah loebera;l'rﬁ

Undang Nomor 6
Peraturan Pemerintah
2 Tahun 2022 tenta

ukan Kota Bau-Bau (Lembaran
nesia Tahun 2001 Nomor 93,
Negara Republik Indonesia

5 Tahun 2014 tentang Aparatur

INegara Republik Indonesia Tahun

an Lembaran Negara Republik

}‘)r 23 Tahun 2014 tentang
(Lembaran Negara Republik
‘;Nomor 244, Tambahan Lembaran
1esja Nomor 5587); sebagaimana
. kali terakhir dengan Undang-
';"lhlll’l 2023 tentang Penetapan
Engganti Undang-Undang Nomor

g Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Ne

rgara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Ta

Indarsia Nomor 6856

phan Lembaran Negara Republik




Memperhatikan :

7.

10.

11.

12.

1.

Undmg-Undang Noml
Perubahan Kedua atas
2002| tentang Komisi
Korupsi {Lembaran Ne
2019
Indonesia Nomor 6409);

Peratiiran Pemerintah
Mans{jemen Pegawai

|

::)r 19 Tahun 2019 tentang
Indang-Undang Nomor 30 Tahun
iPemberantasan Tindak Pidana
gara Republik Indonesia Tahun

Nomor 197, Ta_rtjbahan Lembaran Negara Republik

‘Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Negeri Sipil (Lembaran Negara

Repuplik Indonesia Tal

Lembaran Negara Remiblik Indonesia

sebagaimana telah di
Nomor 17 Tahun 2020
Pem: i tah Nomor 11

Pegaywai Negeri Sipil

Indo [esia Tahun 202
Negara Republilk Indon

hun 2017 Nomor 63, Tambahan
Nomor 6037)
ah dengan Peraturan Pemerintah
entang Perubahan Atas Peraturan
Tahun 2017 tentang Manajemen
(Lembaran Negara Republik
' Nomor 68, Tambahan Lembaran
sia Nomor 64);

Peraturan Pemerintah

Daers!lh (Lembaran N{s:

2017 Nomor 73, T

Indanesia Nomor 6041’)’;5

Peraturan Pemerintah
Disiplin Pegawai Negeri
Indonesia Tahun 2021
NegaJEl Republik Indo

Peraturan Komisi Pe
Tahu 2020 te ml
Pengumuman dsan

Penyelenggara Negara
Indonesia Tahun 2020£

Peraturan Daerah Ko
tentang Pembentukan
Kota
2016

Nomor 2j; seb

Nomor 12 Tahun 2017 tentang
san Penyelenggara Pemerintah
ara Republik Indonesia Tahun
an Lebaran Negara Republik

Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Sipil (Lembaran Negara Republik
Nomor 202, Tambahan Lembaran
sia Nomor 6718);

1berantasan Korupsi Nomor 2
1g Tata Cara  Pendaftaran,
Pemeriksaan Harta Kekayaan
~ (Lembaran Negara Republik
fomor 572);

. Baubau Nomor 5 Tahun 2016
dan Susunan Perangkat Daerah

Baubau {Lembargn Daerah Kota Baubau Tahun

raimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kotaf Baubau Nomor 2 Tahun 2021

tentang Perubahan

atas Peraturan Daerah Kota

Baub%m Nomor 5 Tahulr]' 2016 tentang Pembentukan dan
Susunpan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran
Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2};

In lkSi Presiden
Percepatan Pemberantas

Suratf Edaran Menteri
Nomor SE/O3/M.PAN/E

5 Tahun 2004
an Korupst;

Pendayagunaan Aparatur Negara
01/2005 tentang Laporan Harta

IO tentang

Kekayaan Penyelenggara| Negara;




Menetapkan

Beberapa ketent
Tahun 2017 tentang Laporan Harta

Di

sehingga berbunyi

1. Ketentuan dale
berbunyi sebagai berikut :

(2)

Surat| Edaran Menteri
Nomor SE/O3/M.PAN/

i‘P-endayagunaan Aparatur Negara
Pl/ 2005 tentang Laporan Harta

Kekayaan Penyelengga

Surat] Edaran Menteri
NomoF 5 Tahun 2012

Negara,

Pendayagunaan Aparatur Negara
tentang Kewajiban Penyampaian

dan Sanksi atas Ketelambatan Penyampaian Laporan

Harta' Kekayaan Peny|

ﬁ

lenggara Negara di Lingkungan

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

pada|tanggal 28 April
Penyampaian Laporan
Negara di Lingkungan

Sura{:| Edaran Komisi P
08/0F/10/2016 te riaj

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/1590/57

5016 tentang Penegasan Kembali
Harta Kekayaan Penyelenggara

Pemerintahan Daerah;

>mberantasan Korupsi Nomor SE-
g Petunjuk Teknis Penyampaian

dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara

Negara.

3

PERATURAN WALi KOTA

ATAS PERATURAN WAL

TAHUN 2017 TENTANG
PENYEHENGGA‘RA‘ NEGAR
KOTA BAJBAU.

Pasal ]

7 dalam Peraturar

lingkungan Pemerintah Kota
sebagai berikut :

Pasal 2 ayat

Pasal 2
Penyelenggara| Negara yang
di lingkungan
a. tetap;
b. tetap;
c. tetap;
d.

4

MEMUTUSKAN :

ENTANG PERUBAHAN KEDUA

KOTA BAUBAU NOMOR 90
LAPORAN HARTA KEKAYAAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Wali Kota Baubau Nomor 90
Kekayaan Penyelenggara Negara
Baubau dilakukan perubahan,

(2) diubah sehingga Pasal 2

‘wajib menyampaikan LHKPN

Pemerintah Kota Baubau terdiri dari :

Pejabat Struktural Jabatan |Administrator;




e. Pejabat Pemihat Komitmen (F

Pejabat Fungional Madya k
gsional Auditor
Penyelenggara Urusan Pemei

g Pegabat Fun

h. Pengelola Unit Layanan Penga |
i. Ajudan Wali
j- Penyelenggata Negara tertentu

Peraturan Wali Kotal

Agar setiap orang

Kota dan Waldl W

Pasal 11

ini mulai berlakj
mengetahuinya,

&
ali Kesehatan dan Guru

Pejabat Fungsional Pengawas
di Daerah;

Atas permintaan KPK.

pada tanggal diundangkan.
memerintahkan pengundangan

Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kota Baubau.

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 22 Novemper 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH KGT A BAUBAU,

SAIDO BONSATI

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2023

Ditetapkan di Baubau
pada tapggal, 33 Novempze. 2023
WALLKOTA BAUBAU,

MUH. RASMAN MANAFI
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